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ABSTRAK 

PENERAPAN SISTEM PEMUNGUTAN BAE PEROLEHAN HAK ATAS 

TANAH DAN BANGUN (BPHTB) PADA BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KABUPETEN INDRAGIRI HILIR 

Oleh:Nana Wulan Dari 

 

Penerapan Sistem Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di 

Kabupaten Indragiri Hilir dengan tujuan yaitu ingin mengetahui bagaimana sistem 

pemungutan BPHTB, apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menerapan sistem pelaksanaan 

pemungutan BPHTB dan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh 

pemerintah dalam sistem pemungutan BPHTB. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan metode diskriftif dengan pungumpulan data menggunakan metode 

wawancara dan observasi. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan ini dalam 

sistem pemungutannya  menggunakan sistem Official Assessment System yaitu 

dimana yang mempunyai wewenang dalam perhitung pajak terutang adalah fiskus 

atau pemerintah daerah. Berdasarkan target dan realisasi penerimaan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan selalu mengalami peningkatan setiap 

tahunnya, sehingga pendapatan daerah dari sektor Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

Dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten indragiri Hilir dalam pelaksaannya 

menunjukkan hasil yang sangat efektif karena realisasi diatas 100% dari target 

yang ditetapkan. 

 

Kata kunci: Penerapan dan Sistem Pemungutan BPHTB 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendapatan daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah untuk 

membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan 

pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Pendapatan daerah 

adalah semua hak yang bisa menambah nilai kekayaan bersih dalam periode 

anggaran tertentu. Pendapatan daerah di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah disebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah terdiri dari 

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli 

Daerah sendiri terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolahan 

kekayan daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pajak Asli Daerah yang sah. 

Jenis-jennis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipunggut oleh 

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam upaya menghimpun dana dalam 

meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas 

9 (delapan) jenis Pajak Daerah, antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak 

Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan 

Pengelolahan Bahan Galian Golongan  C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah.  

Melalui undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daetah. Di dalam UU No. 28 Tahun 2009 diberikan wewanang kepada 

daerah untuk memgelola penerimaan yang sebelumnya dikelolah oleh 

Pememrintah Pusat. Ada 4 (empat) jenis pajak baru untuk daerah, yaitu Pajak 
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Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota, Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan yang 

sebelumnya merupakan pajak pusat menjadi pajak kabupaten/kota, dan Pajak 

Rokok yang merupakan pajak baru bagi provinsi. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan 

Retribusi Daerah secara garis besar ada beberapa hal yang perlu kita ketahui 

sebelum BPHTB diserahkan ke pemerintah daerah sebagai pajak daerah. Dasar 

hukum pengenaan BPHTB sebagai pajak daerah yang dikelola pemerintah 

kabupaten kota adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang telah 

disahkan pada tanggal 15 september 2009, dan mulai berlaku pada tanggal 1 

januari 2010. Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 terdapat 11 jenis 

pajak kabupaten/kota, dan 2 diantaranya adalah jenis pajak pusat yang dialihkan 

menjadi pajak kabupaten/kota yaitu PBB-P2 dan BPHTB. 11 jenis pajak daerah 

tersubut bersifat close list sehingga kabupaten/kota tidak diperbolehkan 

memunggut pajak selain 11 jenis pajak yang dimaksud. BPHTB ini sepenuhnya 

dialihkan ke kabupaten/kota sehingga Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 

tentang BPHTB telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20Tahun 2000 

tetap berlaku sejak diperlakukannya Undang-Undang DPRD yaitu pada tanggal 1 

januari 2009, sehingga mulai dari 1 januari 2009 BPHTB bukan lagi sebagai pajak 

pusat. 

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) merupakan jenis 

pajak kabupaten/kota yang baru ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 

28 tahun 2009. Pajak Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang 
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dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Yang dimaksud dengan 

perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas 

sebuah peristiwa hukum berupa perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, 

bukan tanah atau bangunannya itu sendiri. Melainkan hak atas tanah yang 

dimaksud hak milik, termasuk hak atas pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, 

seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak milik atas satuan 

rumah susun. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimaksud dalam 

UU BPHTB meliputi pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan yang terjadi 

karena jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, warisan, pemasukan dalam 

perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan, penunjukan pembeli dalam lelang, pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap, penggabungan usaha, peleburan 

usaha,pemekaran usaha dan hibah. Selain itu perolehan hak juga dapat terjadi oleh 

sebab pemberian hak baru karena kelanjutan hak maupun diluar pelepasan hak 

atas tanah dan atau bangunan. 

BPHTB itu sendiri dianggap cukup potensial sebagai salah satu sumber 

penerimaan daerah yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan yang 

diperuntukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Pajak dipungut dari masyarakat 

dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan pemungutannya. 

Sebagai salah satu sumper pendapatan daerah, sektor pajak merupakan pilihan 

yang sangat tepat karena jumlah penerimaan relatif stabil atau bahkan meningkat 

dari yang ditetapkan. 
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Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan 

tarif pemungutan pajak BPHTB sebesar 5% dengan Peraturan pemerintah 

Kabupaten Indragiri Hilir. Sebagaimana telah dicantumkan dalam PERDA 

(peraturan daerah) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 23 Tahun 2010 tentang pajak 

bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dasar pengenaan pajak bea perolehan 

hak atas tanah dan bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). 

Pemungutan dan penetapan bea perolehan hak atas tanah dan/atau bagunan 

meliputi beberapa prosedur antara lain adalah setiap wajib pajak wajib mengisi 

SSPD, SSPD wajib diisi dengan jelas benar dan lengkap serta ditandatangani oleh 

wajib pajak dan SSPD wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang. 

Sehingga dari pemungutan pajak tersebut dapat dilihat bahwa salah  satu 

pajak yang dapat memberikan masukan pendapatan setiap tahunnya adalah salah 

satunya dari sektor pajak bea perolehan hak atas tanah dan atau bangunan 

(BPHTB). Dalam melaksankan pemungutan pajak bea perolehan hak atas tanah 

dan bangunan ini diterbitkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam 

bentuk Peraturan daerah (Perda) Kabupaten Indragiri Hilir No. 23 tahun 2010 

tentang pemungutan pajak bea perolehan hak atsa tanah dan atau bangunan. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Pemungutan BPHTB pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hiir”. 

1.2.  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka masalah yang 

akan diteliti adalah: 
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1. Bagaimana sistem pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daearah Kabupaten 

Indragiri Hilir dalam penerapan sistem pelaksanaan pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)? 

3. Upaya-upaya apa saja untuk mengatasi kendala dalam BPHTB pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pemungutan BPHTB pada Badan 

Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi pemerintah daerah 

Kabupaten Indaragiri Hilir dalam penerapan sistem pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

3. Untuk mengetahui upaya-upaya dalam mengatasi kendala terhadap BPHTB 

pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya penelitian ini dapat diharapkan menjadi informasi kepada 

wajib pajak, khususnya wajib pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), agar lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. 

2. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

yang penulis peroleh dari bangku kuliah dan juga bagi para wajib pajak. 
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1.4.   Metode Penelitian 

1.4.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten 

Indargiri Hilir yang beralamat di Jl. Hang Tuah No. 04 Tembilahan Kota. 

1.4.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti pada Maret  sampai dengan Juni 

2020. 

1.4.3 Jenis Data 

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui 

wawancara, dalam hal ini penulis akan mewawancarai secara langsung 

kasubang umum, kasubang penagihan dan keberatan, dan kepala seksi PBB 

dan BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang 

dianggap bisa memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. 

2 Data sekunder  

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari secara tidak langsung 

melalui media perentara dalam bentuk laporan dokumen, arsip, perumusan 

dan catatan lain yang diperlukan. 

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Wawancara menurut Uus Rusmawan (2019:104) adalah suatu teknik 

pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber 

data langsung melalui percakapan atau tanyak jawab terhadap informan. 
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2. Observasi 

Menurut Uus Rusmawan (2019:103) Observasi adalah proses melihat dan 

memahami terhadap suatu objek penelitian untuk mendapatkan data dalam 

menunjang penelitian. 

1.4.5 Analisi Data 

Analisis data yaitu sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga sifat-sifat atau karakteristik data tersebut agar dapat dipahami 

dengan mudah dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang 

berkaitan dengan kegiatan penelitian tersebut. Dalam hal ini, penulis 

mengunakan pendekatan destriftif. Pendekatan destriftif adalah menganalisa 

data-data berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian 

diuraikan antara data yang satu dengan data yang lainnya. 

 

1.5. Sistematika Penelitian 

Sistematika penelitian merupakan uraian secara garis besar mengenai apa 

yang menjadi dasar atau acuan dari suatu penelitian. Dalam sistematika penulisan 

Tugas Akhir ini penulis susun atas 4 bab yang akan disajikan secara menyeluruh 

dengan uraian sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

  Pada bab ini merupakan pendahuluan. Dalam bab ini di uraikan 

mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, 

manfaat penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. 
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BAB II  : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

  Pada bab ini merupakan gambaran tempat penelitian. Pada bab ini 

akan diuraikan tentang sejarah singkat Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir, susunan organisasi, struktur organisasi, 

uraian tugas, visi, misi, dan tujuan kantor Badan Pendapatan Daerah 

kabupaten IndragiriHilir. 

BAB III  : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 

   Pada bab ini merupakan telaah pustaka. Pada bab ini akan diuraikan 

tentang pengertian pajak, fungsi pajak, apa saja yang termasuk pajak 

pusat dan apa saja yang termasuk pajak daerah. Dalam ini juga 

menjelaskan pengertian  pajak Bea Perolehan hak Atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB), daras pengenaan pajak BPHTB, sistem 

pemungutannya, tatacara pembayaran pajak BPHTB, pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana pajak BPHTB. 

BAB IV  : PENUTUP 

  Pada bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang dikemukakan atas dasar penelitian 

yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

2.1   Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Terbentuknya Kabupaten Indragiri Hilir menurut UU No. 6 tahun 1965 

tentang pembentukan Kabupaten / daerah Tingkat II Indragiri Hilir. Setelah 

dilakukannya berbagai penelitian, yang dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah 

Tingkat  I Riau Tanggal 27 April 1965 Nomor 052/5/1965 sebagai Daerah 

Persiapan Tembilahan Resmi dimekarkan menjadi kabupaten Indragiri Hilir maka 

diperlukan perkembangan ke depan, oleh karena itu, Pemerintah Daerah 

mendirikan sebuah kantor yang mengurus masalah pungutan penghasilan daerah 

yaitu Dinas Pendapatan Daerah, yang didirikan pada tahun 1965. Akan tetapi pada 

masa itu kantor Dinas Pendapatan Daerah masih bergabung dengan Bagian 

Keuangan dan kas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dan berada dalam satu atap 

dengan Kantor Bupati Daerah tingkat II Indragiri Hilir.  

Dengan kemajuan perkembangan pembangunan dan tuntutan tugas maka 

Dinas Pendapatan Daerah mulai dipisahkan dan mulai berdiri sehingga dibangun 

kantor tersendiri untuk Dinas Pendapatan Daerah yang diperkirakan pada tahun 

1977, namun masih dibawah satu atap dengan Kantor Bupati, yaitu di Jalan Gajah 

Mada No.1 Tembilahan Kota. Dengan memiliki kantor sendiri, otomatis terpisah 

pula dengan tenaga kerja Pelaksanaan dan Pimpinan Kantor. Pada saat Dinas 

Pendapatan Daerah mulai berdiri sendiri, yang memimpin adalah Bapak Usman 

Fa’ad. 
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Setelah lebih kurang lebih 40 tahun, pada pertengahan bulan Juli 2005 

Dinas Pendapatan berpindah alamat ke Jalan Hang Tuah No. 04 Tembilahan, yaitu  

di Gedung Inhil Business Centre yang dibangun mulai tahun 2003. Gedung Inhil 

Business Centere tersebut dibangun dari hasil Penerimaan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir sendiri, yaitu Pajak dan Retribusi Daerah maupun dari Dana Bagi 

Hasil Provinsi maupun Pusat. Gedung Inhil Business Centere tersebut diresmikan 

pemakaiannya pada 15 Juni 2005 oleh Gubernur Riau, H. MUHAMMAD RUSLI 

ZAINAL, SE sekaligus diresmikannya DISPENDA Kabupaten Indragiri Hilir. 

Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berada satu atap dengan Badan 

Perizinan, Penanaman Modal, dan Promosi Daerah (BPPMPD) Kabupaten 

Indragiri Hilir yang sama-sama ber kantor di Gedung Inhil Business Centre 

tersebut. Berikut nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan 

Pendapatan Daerah Kab. Inhil : 

1.  H. Usman Fa’ad   

2. Yudha Yahya, B.A. 

3.  Drs. Alibun Siregar 

4. Drs. Jailani Sabrah 

5. Drs. Nazaruddin Ahmad 

6. Drs. Indra Bangsawan  

7. Drs. Said Sarifuddin 

8. Drs. Husni Hasan 

9. H. Edy Syafwannur, S.E., M.P. (Tmt. 2006 S/D Juni 2009) 

10. Drs. H.A.Rasyid. HZ(Tmt. Juni 2009 s.d. Oktober 2010) 
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11. H. Fajar Husen, S.H., M.H. (Oktober 2010 s/d Mei 2013) 

12. Junaidy, S.Sos., M.Si. (Tmt. Mei 2013 s.d Januari 2015) 

13. Ir. H. Saripek, M.P. (Tmt. Januari 2015 s.d Desember 2015) 

14. H. Hafitsyah, S.H., M.H. (Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan, (Tmt. 

September s.d Desember 2015) 

15. Drs. H. Aslimuddin (Tmt. 1 Januari 2016 s.d. Desember 2018) 

16. Hj. Nurlia, S.E., M.M. (Tmt. Januari 2018 s.d. sekarang). 

 

2.2     Visi dan Misi Kabupaten Indragiri Hilir 

 Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir adalah 

Terwujudnya Pendapatan Asli Daerah yang Optimal sebagai salah satu andalan 

dana Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir. Sedang Misi Badan Pendapatan 

Daerah Kabupaten Indragiri sebagai  berikut :  

1. Pernyataan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Optimal sebagai 

salah satu andalan, berarti bahwa Objek, Subjek, Wajib Pajak, Wajib 

Retribusi dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diharapkan 

memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang yang dapat 

diandalkan diantara sumber-sumber pendapatan lainnya. 

2. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka panjang diharapkan 

mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

Disamping visi, juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh 

suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi 

tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. 
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3. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, maka 

organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan 

usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi. 

4.   Misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan oleh Badan Pendapatan 

Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut : 

5. Meningkatkan Kualitas dan Profesionalisme Aparatur dalam pengelolaan 

Pendapatan Asli Daerah dengan ditunjang sarana dan prasarana yang  

memadai. 

6. Pengembangan Sistem Administrasi dan Informasi Pendapatayang handal, 

serta pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah 

7. Pembinaan kepada Masyarakat agar taat membayar Pajak dan Retribusi 

Daerah. 

Dari Misi tersebut diatas dapat dijelaskan Pemerintah Kabupaten Indragiri 

Hilir menyadari bahwa tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan umum dan 

peningkatan pembangunan dari waktu ke waktu semakin meningkat, maka 

peranan Badan Pendapatan sebagai koordinator pendapatan sangat menentukan. 

 

2.3    Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan 

Daerah Nomor 13 Tahun 2016 

 Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan 

lingkup pendapatan daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 

2016, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas 

pokok dan fungsi  sebagai berikut : 
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1. Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah 

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 

fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan lingkup 

Pendapatan Daerah. 

2. Fungsi Badan Pendapatan Daerah 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan  

Pendapatan  Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai fungsi antara 

lain : 

a. Penyusunan kebijakan teknis penunjang Urusan Pemerintahan di 

bidang keungan lingkup Pendapatan Daerah; 

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis penunjang Urusan Pemerintahan 

di bidang keungan lingkup Pendapatan Daerah; 

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis 

penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keungan lingkup 

Pendapatan Daerah; 

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan di bidang keungan lingkup Pendapatan Daerah; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

2.4 Sumber Daya Manusia 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat 

penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menetukan 
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perkembangan organisasi. Pada hakekatnya, SDM berupa manusia yang 

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana 

untuk mencapi tujuan organisasi. Begitupun Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir, dalam menjalankan fungsi, Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir memiliki SDM yang menjadi penggerak, pemikir dan 

perencana untuk mencapai tujuan dari Badan Pendapatan Daerah sebagai 

penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup pendapatan.Sumber 

Daya Manusia yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah berjumlah 198 Orang, 

yang terdiri dari : 

Tabel 2.1 

Jumlah Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  

Berdasarkan Jabatan 

 

NO ESELON FORMASI TERISI KURANG 
JENIS KELAMIN 

LK PR 

1 II/b 1 1 0 1 0 

2 III/a 1 1 0 1 0 

3 III/b 4 4 0 2 2 

4 IV/a 21 20 1 9 11 

5 IV/b 8 7 1 6 1 

JUMLAH 35 33 2 19 14 
Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir  

 

  



15 

 

 

2.5 Struktur Organisasi 

 Berikut merupakan strusktur organisasi Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir : 

Gambar 2.1 

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupeten Indragiri Hilir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

 

KEPALA BADAN PENDAPATAN 

DAERAH KABUPATEN 

INDRAGIRI HILIR 
SEKRETARIS 

KELOMPOK JABAAN 

FUNGSIONAL 

KASUBBAG 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN 

KASUBBAG 

PERENCANAAN, 

EVALUASI DAN 

PELAPORAN 

KASUBBAG 

KEUANGAN DAN 

PERLENGKAPAN 

KASUBBID. 

PEMERIKSAAN, 

PENERBITAN 

DAN EVALUASI 

KASUBBID. 

PENGEMBANGAN 

POTENSI DAN 

HUKUM 

KASUBBID. 
INTENSIFIKASI DAN 

EKSTENSIFIKASI 
PENDAPATAN 

KABID. 

PENGEMBANGAN 

DAN EVALUASI 

KABID. PENAGIHAN 

DAN KEBERATAN 

KASUBBAD. 

PENAGIHAN PAJAK, 

RETRIBUSI DAN 

LAINNYA 

KASUBBAD. 

PENAGIHAN PBB DAN 

BPHTB 

KASUBBAD. 

KEBERATAN PAJAK 

DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

KASUBBAD. BAGI 

HASIL PAJAK DAN 

NON PAJAK 

KASUBBAD. 

VERIFIKASI DAN 

PELAPORAN 

KASUBBAD. 

PEMBUKUAN 

KABID. PEMBUKUAN, 

PELAPORAN, 

VERIFIKASI DAN 

BAGI HASIL 

KASUBBAD. 

PERHITUNGAN, 

PENETAPAN PAJAK 

DAN TERTRIBUSI 

DAERAH 

KASUBBAD. 

PELAYANAN, 

PENDAFTARAN,PE

NDATAAN, 

PENILAIAN PBB 

KASUBBAD. 
PELAYANAN, 

PENDAFTARAN, 
PENDAPATAN PAJAK 

KABID. 

PENDAFTARAN, 

PENDAPATAN DAN 

PENETAPAN 

UPTD 

KECAMATAN 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat 

diambil kesimpulan tentang sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai 

berikut: 

1. Sistem pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 

di Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir mengunakan sistem official 

assessment yaitu dimana suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang 

kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh 

wajib pajak. Sistem ini juga dikenal dengan sebutan sistem manual, wajib 

pajak juga bersifat pasif di sini. 

2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan sistem pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yaitu Faktor Sumber Daya 

Manusia dan Faktor Wajib Pajak. Kedua faktor ini harus diperhatikan oleh 

Pemerintah daerah supaya dapat melancarkan dan mengoptimalkan 

pemungutan pajak maupun pengelolaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bagunan sebagai pajak daerah dan pendapatanya lebih meningkat lagi. 

 

4.2.     Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

sebaiknya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir mengambil peran 
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dalam meningkatkan pendapatan daerah dengan lebih bijak lagi dalam 

menanganinnya. 

1. Untuk meningkatkan pendapatan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan BPTHB) pada badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indargiri Hilir 

harus meningkatkan lagi mutu dan kualitas SDM para Pegawai dan staffnya 

seperti mengikuti pelatihan-pelatihan atau penataran supaya berjalan lancar 

dan wajib pajak puas dalam pelayanan yang diberikan. 

2.  Badan Pendapatan Daerah harusnya mengadakan sosialisasi/ penyuluhan 

terhadap masyarakat atas wajib pajak mengenai BPHTB agar 

masyarakat/wajib pajak lebih mengerti mengenai prosedur pembayaran Bea 

Perolehan Hak Atah Tanah dan Bangunan (BPHTP) 
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LAMPIRAN 

Daftar pertanyaan wawancara  kepada pegawai Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir: 

1. Bagaimana sistem pemungutan BPHTB pada Badan Pendapatan Daerah 

Kabupaten Indragiri Hilir? 

2. Berapa tarif BPHTB di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir? 

3. Apa saja faktor-faktor penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah 

dalam penerapan sistem pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kabupaten 

Indragiri Hilir? 

4. Apa saja kelebihan dan kelemahan menggunakan sistem manual? 
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